'BUPATI BENGKALIS |
'PERATURANDAERAHKABUPATENBENGKAUSLf f
~ NOMOR 01 TAHUN 2011 Gkt
" TENTANG

ANGGARANPENDAPATNVDANBELANM\DAERAHKABUPATENBENGKAUS?
SR - TAHUN ANGGARAN 2011 ERN

* DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
- BUPATI BENGKALIS,

“Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan pasal = 185 ayat :'(4)
' Undang-Undang Nomor 32 Tahun' 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana  telah diubah ‘beberapa - kali - terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara -Republik - Indonesia - Nomor . 4844), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bengkalis telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan‘Daerah tentang Anggaran
Pendapatanf]dan;Belanja Daerah. (ABPD) Tahun An'ggaran’20‘11, :
sesuai dengan Ke’putusvén,Gubernur"Riau_ Nomor Kpts....//2011
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
tentang - Anggaran Pendapatan dan’ Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011; R L R LRI |
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf :a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
C.-bahwa berdasarkan pertimbangan ~sebagaimana dimaksud dalam
huruf a_dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2011, - = ' T T
Hengingat' : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang;Pembehtukan
S Daerah Otonom Kabupaten ‘dalam Lingkungan Daerah Propinsi -

1956 Nomor 25); - ¢ Lo e
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak’ Bumi dan
- Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun. 1985 -
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3312), sebagaimana telah diubahder’;gan Undang-Undang Nomor -
12'Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomp'r

3569);

Sumatera  Tengah (Lembaran Negara Republik:‘:“lndo\hesia TahljJ:n' o B
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. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '

4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); s

. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan |

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4389);

. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik- IndoneSIa Nomor 4400);

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran- Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran - Negara Repubhk

: IndoneS|a Nomor 4421) - -
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

Daerah (LembaranNegara Repubhk Indonsia  Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

'sebagalmana telah = diubah . beberapa kali “ terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerlntahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia- Tahun 2008 Nomor .
59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua Nomor 4844)

. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

Keuangan antara Pemerintah - Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor 4438);

10 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dank

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009

‘Nomor 1389, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
- 4438), S

11.Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang . Perubahan Atas Peraturan

‘Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan leplnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat :

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor v

. 94 Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna Nomor 4540);

© 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran - Negara Republik |
Indonesia Tahun 2005: Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara_ ‘
Repubhk Indonesia Nomor 4502); - :

13. Peraturan Pemenntah ‘Nomor . 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua
Nomor 4503) ' :
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14 Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang ijaman
Daerah- (Lembaran :Negara Republik-Indonesia. Tahun 2005 Nomor
1386, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4575)

. 15.Peraturan ‘Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
‘ Perlmbangan (Lembaran Negara Republik lndones:a Tahun 2005
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor
- 4575); -

16 Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem
~Informasi Keuangan.Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indone31a Nomor 4576);-

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah Kepada
Daerah (Lembaran® Negara: Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4577)

-18.Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2005 ‘Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa
Nomor 4578)

- 19. Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
- Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
-Negara' Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesna Nomor 4585);

20 Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
“Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor 4593)

21, Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan -dan Kinerja Instansi ‘Pemerintah. ~(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone3|a Nomor 43578);

22.Peraturan Pemerintah’ Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
~ Urusan ‘Pemerintahan “antara Pemenntah ‘Pemerintahan Daerah -
- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara 'Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesua 4737)

23 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dsaerah
 dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indones:a

; Nomor516|)
24 Peraturan. Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008

o Nomor 07);

'25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009
tentang ‘Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
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) Dengan PersetUJuan Bersama vl S
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
' B 'dan :

Bu‘PATi BENGKALIS :

MEMUTUSKAN

i Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANé

BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

o Pasal1

- ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah5 |
sebagai berikut : = : ‘ '

1. Pendapatan Daerah Rp.  2.092.266.624.600 00;
2. Belanja Daerah - . Rp.  3164.567.930.135 7
| £ U i Surplus/(Deﬁsut ,;Rp (. 072. .301.305.535 71)f ‘
3 Pemblayaan Daerah ' : B “ :
a. Penerimaan Rp 1. 111 903.305. 535 71
b. Pengeluaran - Rp. -39.602.000.000 oo Sl
S | Pembiayaan Netto Rp. - 1.072.301.305.535,71

~ Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun ‘Rp. | 000
berkenaan ‘ S N

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud pada pasal 1 terdlrl dari::
~ a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 141 040.500.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1. 849.333.824. 000,00
¢. Lain- |a|n pendapatan daerah yang sah sejumlah
~ Rp. 101.892.300.600,00

| (2) Pendapatan Asli Daerah- sebagalmana dlmaksud pada ayat ¢1) huruf a
terdiri dan jenis pendapatan: »

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 30. 510 OOO 000 00
b. Retnbu3| Daerah sejumlah Rp. 10. 900 500 000, OO

c. Hasnl pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan sejumlah

Rp 24 330.000.000, 00 .

d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang sah sejumlah o
Rp. 75.300.000. 000 00

(3) Dana penmbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, terdln
dari j Jems pendapatan:

a. Dana bagi hasﬂ sejumlah Rp 1 .650. 235 000.000 00 A
b. DanaalokaSI umum ‘sejumlah Rp. 1_8,0.413.024.000,00 ‘
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 18.685.800.000,00




(4) Laln Ialn pendapatan daerah yang sah sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) huruf ¢, terdm darij Jenls pendapatan

~a. Hibah sejumlah Rp 0.00
~ b. Dana darurat sejumlah Rp. 0.00 e
c. Dana Bagl Hasil Pajak sejumlah Rp 28 000. 000. 000 OO
d

. Dana Penyesualan dan Otonomi. Khusus sejumlah
Rp. 73.892.300.600.00

‘e. Bantuan keuangan dari provm3| atau dan pemermtah daerah Ialnnya
- sejumlah Rp 0. 00 ’ : S

PaSaI 3

(1) Belanja Daerah sebaga|mana dlmaksud pada pasal 1, terdln dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.078.421.594.197, 53
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2. 086 146.335. 938,18 .

(2) Belanja Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari Jems belanja

a. Belanja pegawal sejumlah Rp. 812 590 889 882 ,31

. Belanja bunga sejumlah.Rp. 0. 00, 'v S

Belanja subsidi sejumlah Rp. 10: 152 508.000,00

. Belanja hibah sejumlah Rp. 88. 00s. 036 074,00 ‘

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 102.256. 313 OOO 00
‘Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0. 00 |
Belanja. bantuan keuangan sejumlah Rp 58.358.800. 000 00 3
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 7.058.047.241.22

(3) Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, terdm
dari jenis belanja:

 a. Belanja pegawan sejumlah Rp 181 786 862 200,00
b. Belanja belanja barang dan j jasa sejumlah Rp 731. 217 653 200 58
- C. Belanja modal sejumlah Rp 1. 173 141 820.537,60

@ 0o oo T

Pasal 4

(1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud pada pasal 1, terdm dan
- a. Penenmaan sejumlah Rp. 1. 111 903 305 535,71
b. Pengeluaran sejumlah Rp 39. 602 OOO 000 00

(2) Penerimaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, terdm dan
jenis pembiayaan: \

- ‘a. Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
' (SiLPA) sejumlah Rp 1.111.903.305.535,71" - :

Pencalran dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 , .
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan sejumlah Rp. O 00
. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0, 00 4
. Penerlmaan kemball pemberian pinjaman sejumlah Rp 0 00
Penerimaan plutang daerah sejumlah Rp. 0,00

.'-'-cbo._ol_o'
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11. Lampiran XI Daf‘tar keglatan keglatan tahun anggaran sebelumnya

- (3) Pengeluaran sebagacmana d|maksud pada ayat (1) huruf b terdm dan
jenis pemblayaan

a. pembentukan dana cadangan sejum|ah Rp 0,00
b penyertaan modal (|nvestaS|) pemenntah daerah sejumlah :
Rp 39.602. OOO 000 00 .
c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0 OO
-d. pemberlan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

' Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini, yang merupakan baglan yang tldak terplsahkan danf ,
Peraturan Daerah ini, yang terdm dari:- : '

1. Lampiran| ngkasan APBD; -

2. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut urusan pemerlntahan daerahfk"
- dan organisasi SKPD ' . i

3. Lampiran Il :ngkasan APBD menurut urusan pemermtahan daerah5
LR S orgamsasu SKPD pendapatan belanja dan pembiayaan; e

,4.‘Lémpir'an v Rekapltula3| belanja menurut  urusan- pemenntahan: X
: Tdaerah orgamsasn SKPD, program, dan’ keglatan ’

5. Lampiran V Rekapltula5| -belanja daerah untuk keselarasan dan;,
- . -keterpaduan .urusan pemerinahan daerah - dan funga
- dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah

Lamypriran Vi Daftarjumlah pegawa| per golongan dan per Jabatan
Lampiran VII Daftar plutang daerah;
Lampiran VI Daftar penyertaan modal (mvestasn) daerah;

Lampiran IX \Daftar perklraan penambahan dan pengurangan aset
ST - tetap daerah;

© ® N O

:10. Lampiran X  Daftar perklraan penambahan dan pengurangan aset

- lain-lain;

‘yang belum diselesaikan dan d|anggarkan kembali dalam
- tahun anggaran ini; R

12. Lampiran XIIk Daftar dana cadangan daerah dan :
13. Lampiran XIII Daftar plnjaman daerah dan obhgasn daerah

‘ Pasal 6 ‘

Bupati meneté'bkan Peraturan tentang - Penjabaran Anggaran

. Pendapatan dan Belanja Daerah sebagan Iandasan operasnona|

pelaksanaan APBD.




Pasal 7

i

(1) Dalam keadaan darudat Bupatl dapat melakukan pengeluaran yang -
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau dlsampalkan dalam laporan

- realisasi anggaran;

(2) Keadaan  darurat sebagalmana dlmaksud pada ,ayat (N
sekurang- kurangnya memenuhi kriteria. sebagal benkut

a. bukan merupakan keglatan normal dari aktivitas pemermtah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya

b. tldak harapkan terjadl secara terulang,
berada dlluar kendall dan pengaruh pemermtah daerah dan

d. memiliki dampak yang - sngnlflkan terhadap anggaran dalam
ranhgka pemullhan yang dlsebab o|eh keadaan darurat

Pasal 8

‘Peraturan Daerah ini mulal berlaku ‘pada tanggal dlundangkan SR

-Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalls : .

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BENGKALIS
ttd

H..HERLIYAN SALEH

3 ,fftanggal 14 Maret 2011
; ETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS%

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550720 198003 1 008

BARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
.n}-iUN 2011 NOMOR 01
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(1) Dalam keadaan darudat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang'
- belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam . :
rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan .
realisasi anggaran; -~ S .
(2) Keadaan  darurat . sebagaimana dimaksud pada . ayat (1)i
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : = - VB
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas ‘pemerintah ©

daerah dan tidak dapat.dipredikksikan»sebelrum_nya; o

b. tidak'harapkah terjadi secara't’:erulang;i ' |
berada’diiuar kendéli'dah p"ehgaruhbémierihtah daérah} dan .
memiliki darhb'ak yang 'si'g'nifikan 'te'fhadap anggéran dalam
ranhgka pemulihan yang disebab oleh keadaan darurat. :

’ ‘:JPaxsal 8 e

Pératuran Daérah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan‘.' V _
Agar setiap orang- mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini-dengan p’eqempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalis. -

- ,'f,;“pada tanggal /7~
{}, BUPATYBE ()

~Ditetapkan di Bengkalis




